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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

Nomor: W2-A4/ Oofg /HK.05/1/2018
TENTANG

PENETAPAN MASS MEDIA UNTUK PEMANGGILAN/PENGUMUMAN

PERKARA BIDANG PERKAWINAN
DAN PENGUMUMAN LELANG

PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

Menimbang

Bahwa setiap kali diadakan sidang pengadilan, para pihak
penggugat/pemohon dan tergugat/termohon atau kuasanya akan
dipanggil ke alamat tempat tinggal atau kediamannya secara resmi
dan patut untuk menghadiri persidangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa apabila tempat tinggal/kediaman tergugat/termohon dalam
perkara perceraian tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak
mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka pemanggilan
dilakukan dengan cara menempelkan salinan gugatan/permohonan
pada papan pengumuman (publikasi)  Pengadilan  dan
mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau
mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Bahwa penjualan lelang wajib didahului dengan pengumuman
lelang yang dilakukan oleh penjual/pejabat penjual;

Bahwa pada prinsipnya pengumuman lelang sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ di atas dilaksanakan melalui surat kabar
harian yang terbit di tempat barang berada yang akan dilelang;

Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan satu mass
media serta penggunaan papan pengumuman (publikasi)
Pengadilan Agama Rantauprapat, dan surat kabar harian yang terbit
yang mencapai wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat,
baik untuk media pemanggilan/pengumuman bagi pihak
tergugat/termohon sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan
ataupun pengumuman lelang Pengadilan Agama Rantauprapat,
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dan d di atas yang akan
ditetapkan dalam Keputusan ini;

Bahwa sehubungan masuknya tahun 2018 maka Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B Nomor: W2-
A4/36/Kp.04.6/1/2017 tanggal 30 Januari 2017 Tentang penetapan mass
media untuk pemanggilan/pengumuman perkara  bidang
perkawinan dan pengumuman lelang pada Pengadilan Agama



Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Rantauprapat Kelas I B dipandang perlu untuk dicabut

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Perubahan
Kedua dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009;

4. R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten (Staadblad 1927 No. 227);

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2006 tanggal

30 Mei 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

1. Pasal 27 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan;

2. Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri
Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

o

4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor:
W2-A10/097/KU.04.2/1/2017 Tanggal Maret 2018 Tentang
Panjar Biaya Proses Perkara Pada Pengadilan Agama Rantauprapat
Kelas Kelas I B;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT
KELAS I B TENTANG PENETAPAN MASS MEDIA UNTUK
PEMANGGILAN / PENGUMUMAN PERKARA PERCERAIAN DAN
PENGUMUMAN LELANG PADA PENGADILAN AGAMA
RANTAUPRAPAT KELAS I B;

Menetapkan Radio Citra Maju Jaya untuk panggilan pihak-pihak yang
berperkara dalam perkara perceraian dan Kabag Hukum Pemkab
Labuhanbatu untuk media publikasi pemberitahuan putusan bagi perkara
Perceraian dan pemanggilan bagi pihak-pihak dalam Perkara-perkara
non Perceraian yang tempat kediamannya tidak diketahui lagi
keberadaannya;



Kedua :  Menetapkan Surat Kabar Harian SUMUT POS sebagai media untuk
pengumuman lelang pada Pengadilan Agama Rantauprapat;

Ketiga * Segala pembiayaan akibat pengumuman sebagaimana tersebut pada
diktum pertama dan kedua Keputusan ini adalah sesuai dengan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: W2-
A4/740/KU.04.2/V111/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 Tentang Panjar
Biaya Proses Perkara Pada Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B;

Keempat *  Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada Tanggal :08 Januari 2018
Ketua,

=

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H, M.H,
Nip: 19680315 199303 1 003

Tembusan Yth:

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
Panitera Mahkamah Agung RI;

Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI;

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan;

Kabag Hukum Pemkab LAbuhanbatu;

Pemimpin Umum Harian SUMUT POS;

Direktur Radio Pemkab Labuhanbatu.
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